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Policy, Plan, andProgram(PPP) of development that less or even do not considerthe environmental interest is 
upstreamoftheproblemsof environmental andnatural resources degradation. Environmental carryingcapacitydecline 
without anyassurance that it can berestored. Strategic Environmental Assessment(SEA) is mandated byActNo. 32 of 
2009on the ProtectionandManagement of the Environment(UULH 2009). Itensures theintegration ofenvironmental 
interestin PPP of Development. Environmental carrying capacity becomeone ofthe contains of SEA. By using SEA, we can 
ensurethat PPP of development will not exceed environmental carrying capacity. The research problem is to determine 
the legal mechanism of SEA integration in PPP of development that consider environmental carrying capacity. The 
research method is normative legal research with conceptual and regulations approach. We conclude that legal 
mechanism of SEA integration and PPP of development which follow arrangement or evalution process of PPP of 
development. SEA integration and PPP of development must be done simultaneously into PPP of development 
preparation and decision making process. It is intendedthatthe PPP of developmentdecisionsbased onthe results ofthe 
SEAin accordancewith the environmental carrying capacity. 
 




Kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya 
alam menjadi catatan buruk dalam pengelolaan sumber 
alam untuk kepentingan pembangunan di Indonesia. 
Kondisi ini semakin menyebabkan pembangunan dan 
lingkungan hidup ditempatkan pada posisi yang saling 
berseberangan. Memilih pembangunan berarti merusak 
lingkungan hidup. Sebaliknya mengedepankan 
kepentingan lingkungan hidup berarti menghambat 
pembangunan bahkan anti pembangunan. Lingkungan 
hidup belum dilarutkan dalam pembangunan1 atau 
kepentingan lingkungan hidup belum diintegrasikan 
dalam pelaksanaan pembangunan. 
Status Lingkungan Hidup Indonesia 2012 
mengemukakan data-data penting yang menunjukkan 
terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan sumber 
daya alam. Dari penafsiran Citra Satelit Landsat 7 
ETM+, 2000 - 2011, luas tutupan hutan mengalami 
penurunan, dari 104.747.566 hektar pada 2000, 
menjadi 98.242.002 hektar pada 2011. Dengan kata 
lain, terjadi deforestasi seluas 6,5 juta hektar selama 11 
tahun.2 Perkembangan lahan kritis seiring dengan 
deforestasi dan degradasi hutan. Selama 2000 – 2011, 
lahan kritis bertambah 4 juta hektar, dengan kontribusi 
setiap provinsi yang berbeda-beda. Kalimantan Tengah 
menyumbang jumlah lahan kritis terbesar, diikuti Jambi, 
Sumatra Utara dan Sulawesi Tenggara.3 Kerusakan 
hutan dan lahan menyebabkan tata air terganggu: 
melimpah di musim hujan, kekeringan di musim 
kemarau. Di beberapa provinsi, kerusakan itu 
menyebabkan bencana alam. Sepanjang 2012, BNPB 
mencatat 730 kejadian bencana alam, yang menelan 
487 orang meninggal dunia dan memaksa 675.798 
orang mengungsi.Bencana alam juga menyebabkan 
                                                            
1Emil Salim, Kembali Ke Jalan Yang Lurus, (Esai-Esai 1966-99), 
ALVABET, Jakarta,2000, hlm. 145 
 
2Status Lingkungan Hidup Indonesia, 2012, hlm. 37 
3Status Lingkungan Hidup Indonesia, 2012, hlm. 47 
33.847 rumah rusak berat; 4.587 rumah rusak sedang; 
dan 21.369 rusak ringan. Bencana kekeringan telah 
melonjak tajam. Jika selama 2010, BNPB mencatat 
hanya 2 bencana kekeringan, pada 2011 tercatat 217 
kekeringan. Pada 2010, hanya Nusa Tenggara Timur 
yang menderita kekeringan, sementara pada tahun 
berikutnya hampir seluruh wilayah Indonesia dilanda 
kekeringan. Bencana banjir juga meningkat dua kali 
lipat dibandingkan pada 2010. Bencana banjir yang 
disertai tanah longsor juga meningkat hampir dua kali 
lipat, dari 191 kejadian pada 2010 menjadi 352 pada 
2011.4 
Kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya 
alam serta dampak ekologis yang terjadi pada tataran 
hulu sebenarnya diawali dengan kebijakan 
pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang 
kurang mempertimbangkan kelestarian fungsi 
lingkungan hidup. Seperti kebijakan perubahan fungsi 
dan peruntukkan kawasan hutan melalui perubahan 
RTRW Provinsiberdasarkan pada peraturan perundang-
undangan kehutanan dan penataan ruang. Kebijakan 
perubahan fungsi dan peruntukkan kawasan hutan 
tersebut kemudian direspon oleh Pemerintahan Daerah 
yang mempunyai sejumlah kewenangan dalam 
pengelolaan (pemanfaatan) sumber daya alam baik 
berdasarkan perundang-undangan sektoral 
(pertambangan, kehutanan, perkebunan) maupun 
berdasarkan perundang-undangan pemerintahan 
daerah. Semangat untuk melakukan perubahan fungsi 
(hutan lindung ke hutan produksi) dan peruntukkan 
kawasan hutan (dari kawasan hutan menjadi bukan 
kawasan hutan/APL) lebih didasari pada pertimbangan 
untuk dapat mengakses kawasan hutan tersebut untuk 
kegiatan eksploitasi hutan, tambang dan perkebunan 
bagi kepentingan peningkatan pendapatan asli daerah 
(PAD). Di samping dalam kenyataannya sebelumnya 
telah terjadi alih fungsi dan peruntukkan kawasan 
                                                            
4Status Lingkungan Hidup Indonesia 2012, hlm. 48 
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hutan di luar mekanisme dan prosedur yang ditentukan 
oleh peraturan perundang-undangan. Pemerintahan 
Daerah cenderung terjebak pada upaya bagaimana 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 
memberikan kecenderungan masing-masing daerah 
mengelola sumber daya alam (SDA) secara parsial tidak 
mempertimbangkan dampak lintas wilayah administratif 
(trans-administrative-boundary) yang timbul akibat 
pengelolaan SDA tersebut.5 
Dilihat dariStatistik Bidang Planologi 
Kehutanan Tahun 2012 mengenai perkembangan 
perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan 
dalam proses review RTRW Per Desember 2012 
diketahui bahwa hampir semua Daerah Provinsi 
mengajukan perubahan peruntukkan dan fungsi 
kawasan hutan. Dalam Statistik Bidang Planologi 
Kehutanan Tahun 2012 tersebut dinyatakan bahwa 
kawasan hutan yang telah disetujui berubah statusnya 
menjadi bukan kawasan hutan Per Desember 2012 
adalah seluas  2.110.037 hektar, di mana Provinsi 
Kalimantan Tengah yang paling luas disetujui 
perubahan peruntukkan kawasan hutannya menjadi 
bukan kawasan hutan seluas 1.168.656 hektar. Belum 
lagi yang masih dalam tahap penelitian tim terpadu 
atau dalam tahap finalisasi di Kementerian Kehutanan 
yang luasnya mencapai 13.925.470 hektar di mana 
Provinsi Riau yang paling luas mengusulkan perubahan 
peruntukkan kawasan hutan menjadi bukan kawasan 
hutan seluas 3.544.683 hektar. 
Bila kebijakan perubahan peruntukan dan 
fungsi kawasan hutan tersebut tidak dilaksanakan 
secara bijaksana berdasarkan kaidah-kaidah pelestarian 
fungsi lingkungan hidup dan pembangunan 
berkelanjutan maka upaya untuk mempertahankan 
kawasan hutan dengan luasan yang cukupdan 
sebaranyang proporsional dengan minimal 30 persen 
dari keseluruhan wilayah daerah aliran sungai (DAS) 
sebagaimana diamanatkan oleh perundang-undangan 
kehutanan dan penataan ruang tidak akan tercapai 
karena kawasan hutan akan semakin cepat berkurang.  
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (UULH 2009), pertimbangan 
lingkungan hidup harus dimasukkan dalam KRP 
pembangunan melalui KLHS. KLHS wajib dibuat dan 
dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah 
ke dalam penyusunan atau evaluasi KRP pembangunan 
yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko 
lingkungan hidup (seperti kerusakan, kemerosotan, 
dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati; 
peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana 
banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan 
dan lahan; peningkatan alih fungsi kawasan hutan 
dan/atau lahan) untuk memastikan bahwa prinsip 
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan 
terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah 
dan/atau KRP pembangunan. Hasil KLHS harus 
dijadikan dasar bagi KRP pembangunan dalam suatu 
wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya 
dukung dan daya tampung sudah terlampaui, KRP 
                                                            
5  Chay Asdak, Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju 
Pembangunan Berkelanjutan, Gadjah Mada University Press, 
Yogyakarta, 2012, hlm. 29 
 
pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan 
rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan 
yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung 
lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. 
Menurut UULH 2009, KLHS harus menjadi 
dasar dan terintegrasi dalam KRP pembangunan yang 
berpotensi menimbulkan dampak dan/risiko lingkungan 
hidup. Integrasi KLHS dalam KRP pembangunan 
merupakan hal yang mendasar untuk memastikan agar 
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan atau 
pertimbangan-pertimbangan lingkungan hidup sebagai 
hasil KLHS dimuat dalam KRP pembangunan. Demikian 
pula, KLHS menjadi instrumen untuk menentukan 
apakah daya dukung dan daya tampung lingkungan 
hidup sudah terlampaui atau belum sehingga suatu KRP 
pembangunan perlu diperbaiki atau tidak berdasarkan 
rekomendasi KLHS dan menentukan apakah suatu 
kegiatan masih dapat dimungkinkan lagi atau 
dimoratorium (tidak diperbolehkan lagi sampai daya 
dukung dan daya tampung lingkungan hidup 
memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan tersebut).        
Berdasarkan uraian latar belakang di atas,  
bagaimanakah mekanisme hukumintegrasi KLHS ke 
dalam KRP pembangunanyang mempertimbangkan  
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup? 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan 
memahami mekanisme hukum integrasi KLHS ke dalam 
KRP pembangunan yang mempertimbangkan daya 
dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 
 
METODE  
Penelitan ini merupakan penelitian hukum 
normatif, yang melihat tujuan hukum, nilai-nilai 
keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep 
hukum, dan norma-norma hukum.6Sebagai penelitian 
hukum normatif, penelitian ini akan menggunakan 
pendekatan peraturan perundang-undangan dan 
konseptual. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 
studi kepustakaan dan data dari dokumen-dokumen 
resmi pemerintah. Analisis data dilakukan secara yuridis 
kualitatif yang melibatkan metode penafsiran hukum 
yaitu penafsiran otentik, gramatikal,  dan sistematis.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dalam konsep dasar pembangunan 
berkelanjutan ada dua aspek penting yang menjadi 
perhatian utama yaitu lingkungan (ecology, the 
environment) dan pembangunan (development). Oleh 
karena itu, pembangunan berkelanjutan  berarti 
pembangunan yang baik dari titik pandang ekologi atau 
lingkungan (ecologically sound 
development).7Pertimbangan lingkungan sebagai 
bagian dari konseppembangunan,8agar pembangunan 
                                                            
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media 
Group, Jakarta, 2007, hlm. 22
7Addinul Yakin, EkonomiSumberDayadanLingkungan 
(TeoridanKebijakan Pembangunan Berkelanjutan, AkademikaPresindo, 
Jakarta, 2004, hlm. 19 
8DaudSilalahi, Pembangunan 
BerkelanjutanDalamRangkaPengelolaan(TermasukPerlindungan) 
SumberDayaAlam Yang Berbasiskan Pembangunan SosialdanEkonomi, 
makalah, disampaikanpada Seminar Pembangunan HukumNasional 
VIII, 
BadanPembinaanHukumNasionalDepartemenKehakimandanHakAsasiMa
nusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003,hlm. 2-3 
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dapatterlaksana dengan memperhitungkan daya 
dukung lingkungan.9 
UULH 2009 telah menetapkan pembangunan 
berkelanjutan sebagai salah satu tujuan perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup dan menetapkan 
KLHS sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan. 
Melalui KLHS dipastikan bahwa prinsip pembangunan 
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi 
dengan KRP pembangunan. Melalui KLHS dapat 
dipastikan bahwa KRP pembangunan tidak melampaui 
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 
Integrasi KLHS dalam KRP pembangunan menjadi kunci 
bagi terciptanya KRP pembangunan yang sesuai 
dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan 
hidup serta prinsip pembangunan berkelanjutan. 
Mekanisme hukum integrasi KLHS ke dalam 
KRP pembangunan sementara ini baru mengacu pada 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 
2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup 
(PERMENLH No. 09 Tahun 2011).10PERMENLH No. 09 
Tahun 2011 merupakan peraturan yang mengisi 
kekosongan hukum Peraturan Pemerintah tentang 
Pelaksanaan KLHS yang diamanatkan oleh Pasal 15 
Ayat (3) UULH 2009 yang sampai saat ini belum juga 
ditetapkan oleh Pemerintah. PERMENLH No. 09 Tahun 
2011 memuat ketentuan mengenai mekanisme 
pelaksanaan KLHS secara umum sebagai berikut:  
1.  Pengkajian Pengaruh KRP terhadap kondisi 
lingkungan hidup di wilayah perencanaan, 
dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan sebagai 
berikut:  
a. Identifikasi masyarakat dan pemangku 
kepentingan lainnya dengan   
tujuanmenentukan secara tepat pihak-pihak 
yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan 
KLHS, menjamin bahwa hasil perencanaan 
dan evaluasi KRP memperoleh legitimasi atau 
penerimaan oleh publik;  
b. Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan 
(ekonomi, lingkungan dan sosial) dengan 
tujuan agar pembahasan fokus terhadap isu 
signifikan, dan membantu penentuan capaian 
tujuan pembangunan berkelanjutan.  
c. Identifikasi KRP yang akan disusun maupun 
yang akan dievaluasi dengan tujuan 
mengetahui dan menentukan muatan dan 
substansi rancangan KRP yang perlu ditelaah 
pengaruhnya terhadap lingkungan hidup dan 
mengevaluasi muatan dan substansi KRP 
yang telah diimplementasikan yang 
memberikan pengaruh terhadap lingkungan 
hidup. 
d. Telaahan Pengaruh KRP terhadap kondisi 
lingkungan hidup di suatu wilayah dengan 
tujuan untuk mengetahui kemungkinan 
dampak KRP terhadap isu pembangunan 
                                                            
9 Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan 
Lingkungan Nasional, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 
2005, hlm. 27 
10Menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ketentuan 
lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. Namun peraturan pemerintah dimaksud yang 
diamanahkan paling lambat ditetapkan 1 (satu) tahun terhitung sejak 
ditetapkannnya UULH 2009 (3 Oktober 2009) sampai saat ini belum 
diterbitkan pemerintah.  
berkelanjutan di satu wilayah.Telaahan 
pengaruh ini diawali melakukan identifikasi 
dan memahami komponen apa saja dalam 
KRP yang potensial berpengaruh terhadap isu 
pembangunan berkelanjutan. 
2.  Perumusan alternatif penyempurnaan KRPdengan 
tujuan untuk mengembangkan berbagai alternatif 
perbaikan muatan KRP dan menjamin 
pembangunan berkelanjutan. 
3.  Rekomendasi perbaikan KRP dan pengintegrasian 
hasil KLHS dengan tujuan mengusulkan perbaikan 
muatan KRP berdasarkan hasil perumusan 
alternatif penyempurnaan KRP. Rekomendasi 
perbaikan rancangan KRP ini dapat berupa 
perbaikan rumusan kebijakan; perbaikan muatan 
rencana; dan perbaikan materi 
program.Penyampaian rekomendasi perbaikan 
KRP pada pengambil keputusan ini sangat penting 
dalam rangka lebih menjamin terintegrasinya 
prinsip pembangunan berkelanjutan dalam KRP. 
 
PERMENLH No. 09 Tahun 2011 menyebutkan 
bahwa pengintegrasian KLHS dalam penyusunan dan 
evaluasi KRP menjadi kunci efektifitas penyelenggaraan 
KLHS. Dalam konteks ini, tidak terdapat formula atau 
rumus baku yang dapat memandu pengintegrasian ini 
karena setiap KRP memiliki karakteristik proses dan 
prosedur yang tertentu dan bahkan unik. Oleh karena 
itu, menjadi penting untuk memahami secara rinci 
masing-masing proses dan prosedur penyusunan dan 
evaluasi KRP dengan segala dinamikanya. Berdasarkan 
karakteristik itu pula, detil pengintegrasian KLHS dalam 
masing-masing KRP dirumuskan oleh masing-masing 
kementerian/lembaga yang berwenang.  
Terdapat 3 (tiga) kemungkinan skema 
pelaksanaan integrasi KLHS dalam KRP Pembangunan 
yaitu:11 
(1) Skema 1. KLHS dapat diintegrasikan 
bersamaan dengan proses penyusunan 
KRP pembangunan. Pada kesempatan ini 
KLHS disusun mengikuti proses 
penyusunan KRP pembangunan. 
(2) Skema 2. KLHS dapat diintegrasikan 
ketika proses penyusunan KRP 
pembangunan sedang berlangsung 
namun belum selesai keseluruhan 
prosesnya. Proses pelaksanaan KLHS 
menyusul pada pertengahan proses dan 
selesai bersama-sama dengan proses 
penyusunan KRP pembangunan. Peluang 
seperti ini hanya diberlakukan untuk 
kondisi khusus saja dan tidak 
direkomendasikan untuk diterapkan. 
Pada prinsipnya semakin awal 
diterapkannya KLHS adalah semakin baik. 
(3) Skema 3. KLHS dapat disusun atau 
dilaksanakan ketika proses penyusunan 
KRP pembangunan sudah selesai. Pada 




11Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Penjaminan Kualitas KLHS: 
Satu Upaya Mengawal Pelaksanaan KLHS, Newsletter Berita KLHS, Edisi 
3, Januari – Juni  2012, hlm. 16 
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Proses integrasi KLHS ke dalam KRP 
pembangunan mengikuti proses penyusunan KRP 
pembangunan. Menurut UULH No. 32 Tahun 2009, 
integrasi KLHS dalam KRP pembangunan dilakukan 
melalui penyusunan atau evaluasi KRP pembangunan. 
Artinya, integrasi KLHS dalam KRP pembangunan 
tersebut dilakukan: (1) bersamaan dengan proses 
penyusunan KRP pembangunan; (2) setelah KRP 
pembangunan ditetapkan, dilaksanakan bersamaan 
dengan proses evaluasi KRP pembangunan.Dilihat dari 
skema integrasi KLHS, maka UULH No. 32 Tahun 2009 
mengikuti skema 1 dan 3. Pilihan integrasi KLHS ke 
dalam KRP pembangunan dilakukan secara bersamaan 
dengan proses penyusunan atau evaluasi KRP 
pembangunan bertujuan untuk memastikan 
terintegrasinya KLHS sejak dari tahapan awal hingga 
tahapan pengambilan keputusan KRP pembangunan. 
Oleh karena itu, dalam pelaksanaan KLHS perlu 
dipahami bagaimana mekanisme penyusunan atau 
evaluasi KRP pembangunan. 
Seperti dalam penyusunan KRP RTRW Provinsi  
yang mengacu pada  Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum Nomor: 15/PRT/M/2009 Tentang Pedoman 
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
(PERMEN PU No. 15/PRT/M/2009) yang tetap 
dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan 
dengan PP No. 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang. Menurut PERMEN 
PU No. 15/PRT/M/2009, proses integrasi KLHS dalam 
penyusunan RTRW Provinsi baru dapat dilakukan pada 
tahap analisis data. Proses integrasi KLHS tersebut 
dilakukan melalui analisis daya dukung dan daya 
tampung lingkungan hidup sebagai bagian dari proses 
tahapan analisis dalam penyusunan RTRW provinsi. 
Proses integrasi KLHS dalam penyusunan RTRW 
Provinsi menurut PERMEN PU No. 15/PRT/M/2009 
tersebut berbeda dengan  amanat UULH No. 32 Tahun 
2009 yang menghendaki integrasi KLHS dilakukan 
secara bersamaan sejak tahapan awal hingga 
pengambilan keputusan KRP Pembangunan. Semakin 
dini dilakukan integrasi KLHS yaitu sejak tahap 
persiapan penyusunan RTRW hingga penyusunan 
Raperda RTRW akan semakin memudahkan 
pengintegrasian KLHS. Pengintegrasian KLHS sejak dini 
harusnya dapat dilakukan berbarengan dengan tahapan 
prosespersiapan penyusunan RTRW provinsi yang 
melakukan kajian awal data sekunder, mencakup 
review RTRW provinsi sebelumnya dan kajian kebijakan 
terkait lainnya. 
Proses integrasi KLHS yang hanya dilakukan 
pada tahap analisis data menyebabkan penyusunan 
KLHS tidak dapat dilakukan berbarengan dengan proses 
penyusunan RTRW. Penyusunan KLHS baru dilakukan 
setelah proses penyusunan RTRW sudah separuh atau 
bahkan sudah hampir rampung disusun. Konsekuensi 
lain dari proses integrasi KLHS yang hanya dilakukan 
pada tahapan analisis adalah jaminan integrasi analisis 
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 
(yang menjadi muatan KLHS RTRW) dalam proses 
penyusunan konsepsi RTRW provinsi dan dalam proses 
penyusunan raperda (berupa rumusan pasal-pasal) 
RTRW provinsi. Sehingga ada kemungkinan 
rekomendasi KLHS untuk perbaikan KRP RTRW tidak 
ada jaminan pengintegrasiannya dalam raperda RTRW 
Provinsi.  
Berdasarkan UULH No. 32 Tahun 2009, 
Pemerintah Daerah Provinsi wajib melaksanakan KLHS 
dalam penyusunan RTRW. Artinya integrasi KLHS itu 
dilakukan dalam tahapan-tahapan proses penyusunan 
RTRW, bukan hanya pada tahap analisis data. Jika 
proses integrasi KLHS tetap dilakukan hanya pada 
tahap analisis data, maka skema integrasi yang dipakai 
adalah skema 2 di mana proses pelaksanaan KLHS 
menyusul pada pertengahan proses tahapan 
penyusunan KRP RTRW. Skema seperti ini seharusnya 
dihindarkan dan hanya diberlakukan untuk kondisi 
khusus saja bukan diterapkan secara umum dalam 
setiap penyusunan RTRW. Hal ini kemungkinan dapat 
menurunkan kualitas KLHS yang integrasikan dalam 
KRP RTRW. Sehingga KRP RTRW provinsi yang disusun 
dan ditetapkan dalam peraturan daerah tetap saja 
kurang memperhitungkan secara tepat kapasitas daya 
dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 
Dikaitkan dengan usulan perubahan fungsi dan 
peruntukkan kawasan hutan yang dilakukan melalui 
penyusunan RTRW Provinsi, maka integrasi KLHS yang 
dilakukan di tengah bahkan di akhir  proses 
penyusunan RTRW Provinsi dikuatirkan persetujuan 
atas usulan perubahan fungsi dan peruntukkan 
kawasan hutan kurang bahkan tidak 
mempertimbangkan kapasitas daya dukung dan daya 
tampung lingkungan hidup secara tepat. Demikian pula 
penafsiran pelaksanaan KLHS yang berbeda dalam 
peraturan perundang-undangan kehutanan 
menyebabkan integrasi KLHS dalam penyusunan RTRW 
Provinsi yang memuat usulan perubahan fungsi dan 
peruntukkan kawasan hutan tidak dapat dilaksanakan 
sesuai dengan amanat UULH 2009. 
Kebijakan perubahan fungsi kawasan hutan 
yang didasarkan pada PP No. 10 Tahun 2010 menurut 
penulis bukanlah merupakan suatu hal yang perlu 
dikuatirkan karena bertujuan memantapkan dan 
mengoptimalkan kawasan hutan. Walaupun terjadi 
perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan hutan 
dari suatu fungsi pokok ke fungsi pokok lainnya namun 
tetap mempertahankan kawasan hutan itu bahkan 
menjadi cara untuk meningkatkan status kawasan 
hutan dari hutan produksi menjadi hutan lindung atau 
hutan konservasi. Namun yang menjadi persoalan dan 
perlu ditangani secara bijaksana adalah ketika PP No. 
10 Tahun 2010 juga membuka peluang untuk 
perubahan peruntukkan kawasan hutan menjadi bukan 
kawasan hutan ketika kawasan hutan tersebut telah 
mengalami deforestasi dan degradasi serta semakin 
berkurangnya luasan kawasan hutan. Kekawatiran akan 
semakin berkurangnya kawasan hutan tentu didasarkan 
pada data yang menunjukkan bahwa semakin tingginya 
usulan perubahan kawasan hutan yang diajukan oleh 
gubernur melalui revisi RTRWProvinsi.  
Menurut Pasal 31 ayat (5) PP No. 10 Tahun 
2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan 
Fungsi Kawasan Hutan, kewajiban KLHS dalam proses 
perubahan peruntukkan kawasan hutan baru ada jika 
usulan perubahan peruntukkan kawasan hutan 
berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko 
lingkungan. Ketentuan ini menurut Pasal 46 PP No. 10 
Tahun 2010 berlaku mutatis mutandis terhadap proses 
perubahan fungsi kawasan hutan. Artinya sepanjang 
usulan perubahan fungsi dan perubahan peruntukkan 
kawasan hutan itu tidak berpotensi menimbulkan 
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dampak dan/atau risiko lingkungan maka tidak 
diperlukan KLHS dalam pengambilan keputusan 
perubahan peruntukkan dan perubahan fungsi kawasan 
hutan. Namun, PP No. 10 Tahun 2010 tidak 
menjelaskan apakah perubahan fungsi dan peruntukkan 
kawasan hutan yang berpotensi menimbulkan dampak 
dan/atau risiko lingkungan hidup tersebut maksudnya 
sama dengan perubahan peruntukkan dan fungsi 
kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan 
yang luas serta bernilai strategis (disingkat perubahan 
yang DPCLS). Ketentuan tentang DPCLS seperti berdiri 
sendiri terlepas dari mekanisme perubahan fungsi dan 
perubahan peruntukkan kawasan hutan. Padahal 
ketentuan tentang perubahan yang DPCLS tersebut 
memberikan kriteria dan batasan yang penting dalam 
melakukan perubahan fungsi dan peruntukkan kawasan 
hutan. Pasal 1 angka 18 dan Pasal 18 PP No. 10 Tahun 
2010 menjelaskan perubahan yang berdampak penting 
dan cakupan yang luas serta bernilai strategis adalah 
perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi biofisik 
seperti perubahan iklim, ekosistem, dan gangguan tata 
air, serta dampak sosial ekonomi masyarakat bagi 
kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan 
datang dengan pedoman dan kriteria yang diatur dalam 
peraturan menteri.  
Ketidakjelasan ketentuan perubahan yang 
DPCLS dengan mekanisme perubahan fungsi dan 
peruntukkan kawasan hutan mendapatkan klarifikasi 
dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 
36/Menhut-II/2010 Tentang Tim Terpadu dalam 
Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi 
Kawasan Hutan yang menegaskan bahwa hanya 
terhadap usulan perubahan peruntukan kawasan hutan 
untuk wilayah provinsi yang berdampak penting dan 
cakupan yang luas serta bernilai strategis (DPCLS)saja 
yang perlu dilakukan KLHS.Ketentuan tersebut dimuat 
dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 
36/Menhut-II/2010 yang menyatakan bahwa salah satu 
tugas tim terpadu dalam rangka penelitian perubahan 
peruntukkan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah 
provinsi yaitu melakukan KLHS terhadap usulan 
perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan untuk 
wilayah provinsi yang berdampak penting dan cakupan 
yang luas serta bernilai strategis. Artinya usulan 
perubahan fungsi dan peruntukkan kawasan hutan 
yang sifatnya DPCLS sama maksudnya dengan usulan 
perubahan fungsi dan peruntukkan kawasan hutan 
yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko 
lingkungan hidup yang dibebani kewajiban KLHS.  
Ketentuan dalam PP 10 Tahun 2010 dan 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 36/Menhut-
II/2010 yang membatasi kewajiban KLHS hanya pada 
usulan perubahan fungsi dan peruntukkan kawasan 
hutan dengan kategori perubahan yang bersifat DPCLS 
bertentangan dengan ketentuan UULH 2009. Pasal 15 
ayat (2) UULH No. 32 Tahun 2009 dan penjelasannya di 
antaranya menegaskan bahwa Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS dalam 
penyusunan atau evaluasiKRP yang berpotensi 
menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup 
berupa peningkatan alih fungsi (dan perubahan 
peruntukkan) kawasan hutan dan/atau lahan. 
Kewajiban KLHS menurut Pasal 15 ayat (2) 
UULH No. 32 Tahun 2009 dan penjelasannya tersebut 
ditujukan pada setiap upaya perubahan fungsi dan 
peruntukkan kawasan hutan yang cenderung 
mengalami peningkatan seiring pelaksanaan otonomi 
daerah.Upaya penggalian dan peningkatan pendapatan 
asli daerah untuk mendukung penyelenggaraan 
otonomi daerah dilakukan dengan mengeksploitasi 
kawasan hutan seperti kegiatan usaha perkebunan dan 
pertambangan.Melalui mekanisme perubahan fungsi 
dan peruntukkan kawasan hutan, suatu kegiatan usaha 
pertambangan atau perkebunan yang sebelumnya tidak 
dapat dilakukan karena tidak sesuai dengan ketentuan 
fungsi (konservasi, lindung atau produksi) dan 
peruntukkannya maka setelah dilakukan perubahan 
fungsi dan peruntukkan kawasan hutan kegiatan usaha 
perkebunan dan pertambangan tersebut dapat 
dilakukan.  
Agar perubahan fungsi dan peruntukkan 
kawasan hutan itu dapat dilakukan secara tepat dalam 
arti mempertimbangkan kemampuan daya dukung dan 
daya tampung lingkungan hidup maka setiap 
perubahan fungsi dan peruntukkan kawasan hutan itu 
menurut UULH No. 32 Tahun 2009 harus didasarkan 
pada KLHS sebagai instrumen pembangunan 
berkelanjutan. KLHS memastikan bahwa prinsip 
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan 
terintegrasi dalam kebijakan perubahan fungsi dan 
peruntukkan kawasan hutan.Hal tersebut sesuai 
dengan ketentuan UU No. 41 Tahun 1999 dan UUPR 
2007 yang menetapkan bahwa luasan minimal 30 % 
kawasan hutan dari keseluruhan DAS harus 
dipertahankan sebagai kawasan hutan dengan sebaran 
secara proporsional. Sehingga jika hanya usulan 
perubahan fungsi dan peruntukkan kawasan hutan 
yang bersifat DPCLS saja yang dibebani kewajiban 
KLHS dikuatirkan dengan semakin meningkatnya 
upaya-upaya perubahan fungsi dan peruntukkan 
kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan non-
kehutanan seperti perkebunan dan pertambangan 
maka luasan minimal 30 % kawasan hutan akan selalu 
terancam keberadaannya dan semakin berkurang 
luasannya. Pelaksanaan KLHS untuk menentukan 
kemampuan daya dukung dan daya tampung 
lingkungan hidup dalam mempertahankan keberadaan 
kawasan hutan juga didasarkan pada pertimbangan 
bahwa terdapat kecenderunganDaerah Provinsi yang 
mempunyai luasan kawasan hutan di atas 30 % dari 
luas keseluruhan DAS secara massif mengupayakan 
perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan 
hutan hingga luasan kawasan hutannya mendekati 
angka 30 % sebagaimana yang diamanatkan oleh 
undang-undang kehutanan dan penataan ruang. 
Kondisi ini tentunya memberikan ancaman terhadap 
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 
apabila persetujuan perubahan fungsi dan peruntukkan 
kawasan hutan tidak didasarkan pada hasil KLHS.     
 Persoalan tidak selarasnya pedoman 
penyusunan KRP pembangunan dengankepentingan 
untuk mengintegrasikan KLHS dalam KRP 
pembangunan berdasarkan UULH No. 32 Tahun 2009 
sesungguhnya dapat diselesaikan melalui PP KLHS yang 
RPP-nya sedang disusun dan dalam proses 
pembahasan di antara kementerian dan lembaga 
terkait. Dalam RPP KLHS tersebut harus ada penegasan 
bahwa integrasi KLHS dalam penyusunan atau evaluasi 
KRP pembangunan dilakukan bersamaan dalam 
tahapan-tahapan proses penyusunan atau evaluasi KRP 
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pembangunan untuk menjamin terintegrasinya KLHS 
sejak dari tahapan awal hingga pengambilan keputusan 
KRP pembangunan. Dalam Draft RPP KLHS 22 Oktober 
2013 tidak ada penegasan bahwa integrasi KLHS dalam 
penyusunan atau evaluasi KRP dilakukan secara 
bersamaan dalam tahapan-tahapan proses penyusunan 
atau evaluasi KRP. Namun, pelaksanaan KLHS dalam 
rangka penyusunan KRP dilakukan sebelum KRP 
berstatus hukum dan dalam rangka evaluasi KRP 
dilakukan setelah KRP berstatus hukum. Ini berarti 
bahwa proses integrasi KLHS dalam penyusunan atau 
evaluasi KRP dapat dilakukan ditengah bahkan di akhir 
proses penyusunan atau evaluasi KRP.  
Mengingat integrasi KLHS dalam penyusunan 
atau evaluasi KRP pembangunan bertujuan 
menentukan daya dukung dan daya tampung 
lingkungan hidup terhadap keputusan KRP 
pembangunan, maka pedoman penyusunan atau 
evaluasi KRP pembangunan benar-benar harus 
mempertimbangkan kemampuan daya dukung dan 
daya tampung lingkungan hidup. Oleh karena itu, 
setiap penyusunan atau evaluasi KRP pembangunan 
yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko 
lingkungan hidup wajib didasarkan pada KLHS. 
Pedoman penyusunan atau evaluasi KRP pembangunan 
tidak memberikan tafsir mengenai KRP yang berpotensi 
menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. 
RPP KLHS harus memuat penjelasan lebih rinci 
mengenai KRP pembangunan yang berpotensi 
menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. 
Dalam draft RPP KLHS 23 Oktober 2013 sudah ada 
penegasan bahwa penyusunan atau evaluasi KRP 
pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak 
dan/atau risiko lingkungan hidup berdasarkan hasil 
penapisan wajib didasarkan pada KLHS. Namun, tidak 
memuat rincian lebih lanjut mengenai kriteria dan 
indikator KRP yang berpotensi menimbulkan dampak 
dan/atau risiko lingkungan hidup tersebut.  
 
SIMPULAN  
Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami 
bahwa mekanisme hukum integrasi KLHS dalam KRP 
pembangunanmengikuti proses penyusunan atau 
evaluasi KRP pembangunan. Menurut UULH No. 32 
Tahun 2009, integrasi KLHS dalam KRP pembangunan 
tersebut dilakukan secara bersamaan dengan tahapan-
tahapan proses sejak dari tahapan awal hingga proses 
pengambilan keputusan pembangunan. Hal tersebut 
ditujukan agar keputusan KRP pembangunan yang 
didasari hasil KLHS sesuai dengan daya dukung dan 
daya tampung lingkungan hidup. 
Beberapa persoalan dalam proses integrasi 
KLHS ke dalam KRP pembangunan dapat dikemukakan 
saran-saran sebagai berikut: 
1. Pemerintah harus segera menetapkan PP 
KLHS yang memuat penegasan di 
antaranya bahwa integrasi KLHS dalam 
KRP pembangunan harus dilakukan secara 
bersamaan sejak dari tahap awal hingga 
proses pengambilan keputusan KRP KRP 
pembangunan. PP KLHS juga harus 
memuat ketentuan yang lebih rinci 
mengenai KRP yang berpotensi 
menimbulkan dampak dan/atau risiko 
lingkungan hidup. 
2. Pedoman penyusunan atau evaluasi KRP 
pembangunan yang tidak sesuai dengan 
UULH No. 32 Tahun 2009 harus direvisi 
sehingga lebih menjamin integrasi KLHS 
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